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BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SORONG 
NOMOR  26 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI SORONG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Bupati 

Sorong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Sorong dalam bentuk 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022 

yang memuat Program, Kebijakan, Strategi dan kegiatan 

dalam tiap tahunnya agar dapat mewujudkan pembangunan 

Kabupaten Sorong yang terarah, terpadu dan 

berkesinambungan; 

b. bahwa untuk melihat kinerja pembangunan daerah di 

Kabupaten Sorong sebagai tolak ukur keberhasilan 

Pembangunan selama paru waktu pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022; 

c. bahwa karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar unit Perangkat Daerah antar kegiatan dan 

antar jenis belanja, maka di pandang perlu merubah Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022; 

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355      

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

perlu mengatur Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati; 

e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022; 



 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014              

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 95); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara         

Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Recana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2021 Nomor 496);   

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Repubnlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong 

Tahun 2018 Nomor 1); 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Pasal 1 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 

Anggaran 2022 terdiri atas :  

 

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD               

TAHUN 2021 

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

BAB V : PENUTUP       

                

 

 

 

 

 

 



Pasal 2 
 

Penjabaran RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong. 
 

 
 

 

Ditetapkan di Aimas  

pada tanggal 18 Agustus 2022 
 

BUPATI SORONG, 
           ttd 

JOHNY KAMURU 
 

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 18 Agustus 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 
                                  ttd 

                   CLIFF A. JAPSENANG 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR  26 
 

 
Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 
 

 
 

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si 
PEMBINA (IV/a)  

NIP. 19781122 200312 1 007 

 


